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ABSTRAK 

Pemilu merupakan arena kontestasi kepentingan politik dari para peserta 

pemilu dalam ketentuan hukum yang penyelenggaraanya diatur dalam ketentuan 

hukum pemilu. Dalam proses tersebut, untuk memastikan berjalan dengan baik 

maka terbentuklah lembaga Bawaslu. Namun perannya dalam penyelanggaraan 

pemilu, masih kurang maksimal sehingga diperlukan penelitian yang lebih 

mendalam dan diangkatlah rumusan masalah Bagaimana kewenangan Bawaslu 

Sebagai Quasi Judicial dalam penyelesaian sengketa proses pemilu? Bagaimana 

peran Bawaslu sebagai lembaga Quasi Judicial Dalam penyelesaian Sengketa 

Proses Pemilu? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis 

normatif yang mana mengumpulkan data-data primer, sekunder, tersier untuk di 

anaslisis. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-

undangan. 

Hasil yang diperoleh wewenang Bawaslu meliputi pencegahan dan 

penindakan, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah 

terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak semua pihak 

yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye namun disisi lain Bawaslu juga 

diamanahi untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang salah satu proses 

penyelesaiannya melalui persidangan. Dengan adanya kewenangan tersebut 

mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pemilu, 

peraturan perudangan-undangan memberikan kewenangan penuh bagi lembaga 

Bawaslu, dan lebih dari itu. sifat putusan Bawaslu mengikat dan final inkracht. 

Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi judisial sesunggunya merupakan 

representasi dari adanya suatu pemilu yang berupaya mencegah dan memutus 

sengketa yang akan terjadi pada saat proses pemilu. Lembaga kuasi peradilan 

berdasarkan ketentuan Undang-undang diberikan kewenangan untuk memeriksa 

dan memutus perselisihan atau perkara pelanggaran hukum, perkara pelanggaran 

etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and 

binding) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat inkracht pada umumnya, 

namun nyatanya Bawaslu tidak ada sifat imperatif yang mencerminkan 

konsistensi sebagai lembaga yang memiliki putusan yang mengikat. Sehingga saat 

ini, untuk eksistensi peran Bawaslu sebagai lembaga kuasi tidak efektif dan 

maksimal dalam memerankan dan menerapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Kata kunci : kewenangan bawaslu, quasi judicial, sengketa pemilu 
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ABSTRACT 

Elections are an arena for contesting the political interests of election 

participants in legal provisions whose implementation is regulated in the 

provisions of election law. In this process, to ensure that it runs well, the Bawaslu 

institution was formed. However, its role in organizing elections is still not 

optimal, so more in-depth research is needed and the formulation of the problem 

is raised. What is Bawaslu's authority as a Quasi Judicial in resolving election 

process disputes? What is Bawaslu's role as a Quasi Judicial institution in 

resolving electoral process disputes? 

The method used in this study is normative juridical research which collects 

primary, secondary, tertiary data for anaslisis. The approach used is a statutory 

approach. 

The results obtained by Bawaslu's authority include prevention and 

enforcement, supervising the implementation of the stages of holding elections, 

preventing the practice of money politics, supervising the neutrality of all parties 

who are prohibited from participating in campaign activities but on the other 

hand Bawaslu is also mandated to resolve election process disputes, one of which 

is the process of resolution through trial. With this authority having a very 

important role in resolving electoral disputes, the laws and regulations give full 

authority to the Bawaslu institution, and more than that. the nature of Bawaslu's 

rulings is binding and final inkracht. Bawaslu's position as a quasi-judicial 

institution is actually a representation of the existence of an election that seeks to 

prevent and decide disputes that will occur during the election process. Quasi-

judicial institutions based on the provisions of the Law are given the authority to 

examine and decide disputes or cases of violations of law, certain cases of ethical 

violations with decisions that are final and binding as inkracht court  decisions in 

general, but in fact Bawaslu has no imperative nature that reflects consistency as 

an institution that has binding decisions.  So that at present, for the existence of 

Bawaslu's role as a quasi-institution is not effective and maximal in acting and 

implementing in accordance with the provisions of laws and regulations. 

Keywords: bawaslu authority, quasi judicial, election disputes 

 

 

 


